
BUPATIBONE 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR '' TAHUN 2019 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU MASYARAKAT 
"SAO MASIGA" 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 
masyarakat dan meminimalisir korban bencana alam, 
bencana lainnya, marabahaya, dan/ atau wabah 
penyakit diperlukan respon cepat dan terpadu; 

b. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu dibentuk Posko Layanan Terpadu 
Masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Bupati Bone tentang Pembentukan Pos 
Layanan Terpadu Masyarakat "Sao Masiga". 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 dan Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0701/YAN 
MED/RSKS/GOE/VII/1991 tentang Pedoman 
Pelayanan Gawat Darurat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Kewenagan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone 
Nomor 6); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bone Tahun · Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS 
LAYANAN TERPADU MASYARAKAT "SAO MASIGA" 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone. 
4. Bupati adalah Bupati Bone. 
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Bone. 

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone. 
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah 

unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

8. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 
Bone, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 
Kabupaten Bone, Dinas Sosial Kabupaten Bone, 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Bone. 

9. RSUD adalah RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dan 
RSUD Pancaitana Kabupaten Bone. 

10. Pos Layanan Terpadu Masyarakat adalah sistem 
pelayanan yang dipadukan antara satu 
program/fungsi dengan program/fungsi lainnya yang 
merupakan forum komunikasi pelayanan terpadu 
dan dinamis dalam melayani kebutuhan masyarakat 
yang bersifat darurat atau emergency. 

11. Sao Masiga, adalah istilah kearifan lokal masyarakat 
Kabupaten Bone yang berarti, Sao tempat dan Masiga 
cepat tanggap. 

12. Gawat darurat merupakan suatu keadaan yang 
kejadiannya mendadak sehingga mengakibatkan 
seseorang ataupun banyak orang dengan segera 
memerlukan penanganan ataupun pertolongan dan 
bantuan secara cermat, tepat dan cepat. 

13. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/ a tau 
manusia yang mengakibatkan korban dan 
penderitaan manusia, kerugian harta benda, 
kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan 
prasarana umum serta menimbulkan gangguan 
terhadap tata kehidupan dan penghidupan 
masyarakat dan pembangunan daerah/nasional yang 
memerlukan pertolongan dan bantuan. 

14. Penyelamatan keadaan darurat adalah kegiatan dan 
usaha mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa 
manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau 
menghadapi bahaya dalam musibah-musibah dan 
bencana maupun harta benda yang berharga lainnya. 
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BAB II 
PEMBENTUKAN DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum 
pembentukan Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao 
Masiga". 

Pasal 3 

TU JUAN 

Pembentukan Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao 
Masiga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
bertujuan untuk : 
1. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat 

untuk menangani bencana, kerawanan gangguan 
kantibmas dan keadaan gawat darurat; 

2. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan 
mendapatkan layanan gawat darurat (emergency); 
dan 

3. mempermudah koordinasi penanganan bencana, 
kerawanan gangguan kantibmas dan Keadaan gawat 
darurat dengan Perangkat Daerah, instansi 
pemerintah dan instansi terkait lainnya. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup penyelenggaraan Pos Layanan Terpadu 
Masyarakat "Sao Masiga" sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 terdiri atas : 

1. pelaksana; 
2. jenis layanan; 
3. tugas dan tanggung jawab; dan 
4. monitoring dan evaluasi. 

Bagian kesatu 
Pelaksana 

Pasal 5 

Pelaksana Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao 
Masiga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 
merupakan pengintegrasian beberapa layanan yang 
diselenggarakan oleh Perangkat daerah yaitu : 
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1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 
Kabupaten Bone; 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone; 
3. RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone; 
4. RSUD Pancaitana Kabupaten Bone; 
5. Dinas Sosial Kabupaten Bone; 
6. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone; 
7. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Bone; 
8. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bone; dan 

Bagian Kedua 
Jenis Layanan 

Pasal 6 

Jenis layanan Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao 
Masiga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 
meliputi: 
1. Pelayanan informasi kegawatdaruratan; 

2. pelayanan kesehatan gawat darurat 
3. penyelamatan dalam keadaan gawat darurat; 
4. penanganan kebakaran; 
5. penanganan kejadian terkait kebencanaan; dan 
6. penanganan kejadian kerawanan gangguan 

keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Pasal 7 

Penyelenggaraan Layanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 berlangsung 24 (dua puluh empat) jam setiap 
hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus 
menerus. 

Pasal 8 

Perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan instansi 
lainnya melaksanakan pelayanan sebagaimana 
dimak sud dalam Pasal 6 sesuai dengan tugas, fungsi, 

kewenangan dan tanggung jawab serta Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) masing-masing. 
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Bagian Ketiga 
Tugas dan Tanggung Jawab 

terkait 
Terpadu 

call centre 
Layanan 

Pasal 9 
(1) Untuk pelaksanaan Layanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut : 
1. Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian 

Kabupaten Bone : 
a. menyediakan sarana 

penyelenggaraan Pos 
Masyarakat "Sao Masiga"; 

b. menyediakan sumber daya manusia pelaksana 
call centre sebagaimana dimaksud pada 
huruf a; 

c. menjamin kelancaran operasional jaringan 
komunikasi Pos; dan 

d. melakukan pendampingan pengembangan 
sistem Layanan Pos. 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Rumah Sakit 
Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone dan 
Rumah Sakit Umum Daerah Pancaitana 
Kabupaten Bone: 
a. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan 

kesehatan masyarakat; dan 
b. menyediakan sumber daya pelayanan 

kesehatan. 
3. Dinas Sosial Kabupaten Bone: 

a. melaksanakan pelayanan upaya pemulihan 
trauma; 

b. penguatan dan bantuan sosial bagi korban 
bencana;dan 

c. menyediakan sumber daya untuk membantu 
penguatan korban bencana dan penanganan 
serta pemulihan pasca bencana. 

4. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, 
menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya 
manusia dalam pelayanan penanganan bencana 
kebakaran. 

Daerah Bencana 5. Badan Penanggulangan 
Kabupaten Bone : 
a. menyediakan sarana dan prasarana serta 

sumber daya manusia dalam pelayanan 
penyelamatan, evakuasi korban bencana alam; 

b. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; 
dan 
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c. pemulihan trauma dan sarana dan prasarana 
dampak bencana alam. 

6. Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Bone 
menyediakan sarana prasarana dan sumber daya 
manusia untuk penyelamatan manusia korban 
bencana dan kegawatdaruratan keamanan dan 
ketertiban masyarakat; 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan 
angka 6 melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan 
dan tanggung jawab secara terkoordinasi, sinergis 
dan terintegrasi. 

Bagian Keempat 
Monitoring dan Evaluasi 

Pasal 10 

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi, 
kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh masing- 
masing Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan 
instansi lainnya. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dan masukan untuk perbaikan dan 
peningkatan layanan Pos. 

BABIV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 
Biaya Operasional Pos Layanan Terpadu Masyarakat 
"Sao Masiqa" yang terdiri dari biaya listrik dan telepon 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bone. 

Pasal 12 

Pembiayaan untuk mendukung Pos Layanan Terpadu 
Masyarakat "Sao Masiga" dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone yang 
dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah dan 
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal lj 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempat�12Eya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone. 

Ditetapkan di Watampone 
pada tanggal � M.c,c/ 2orJ 
fUPATI BONE,!4, , 

-r--("A. FAHSAR M. PADJALANGI 

j ' j 

., 4.A.[ 

Diundangkan di Watampone 
pada tanggal � � 2b1:, 
SEKRETARIS DAERAll KABUPATEN BONE, 

� 

, �UDAH i1 
L· KH!JS 
! _ 
I 1, Drs. U.;.. 

2. D,s.H. 
�.ANWAf' I, 

A. SURYA DARMA 

BERITA DAERAll KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR /' 


